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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah
sebagai berikut:
1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa
Arab dilambangkan dangan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B be
< Ta T te
< Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D de
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)




D Ra R er

D) Zai zet

o Sin S es

B Syin Sy es dan ye
o= Sad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain G ge

a Fa F ef

a Qaf Q qi

< Kaf K ka

J Lam L el

N Mim M em

0 Nun N en

g Wau \W we

3 Ha H ha

s hamzah apostrof

S Ya Y ye

. Vokal

Vokal rangkap

Vokal tunggal

Vokal panjang

(EF)

¢ =1

}i:au

S=1

Vi




3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambang dengan /t/
Contoh:
dwadl e ditulis mar ‘atun jamilah
Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dokald ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
L, ditulis rabbana
A ditulis al-birr
5. Kata sandang (artikel)
Kata ssandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
o) ditulis asy-syamsu
daJd ditulis ar-rajulu
Byl ditulis as-sayyidah
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Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti

dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
adl) ditulis al-gamaru
| ditulis al-badr’
BRENI ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu
ditransliterasikan dengan opostrof /°/.
Contoh:
&yl ditulis ‘umirtu

(e ditulis syai’un
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ABSTRAK

NAMA  : AGUS KHALIMI
NIM : 2011315501
JUDUL  : DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persaman yang matang. Apabila
dalam keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah umur bisa dimintakan
dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari
pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain
yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dispensasi hanya dapat
diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (magasidu al-
shari’ah).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah? 2)
Bagaimanakah dispensasi nikah ditinjau dari perspektif maslahah?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), maksudnya
adalah suatu riset kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis
dokumen atau analisis isi (content analysis).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Alasan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah adalah bahwa dispensasi nikah
merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui prosedur
izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan. Hukum Islam
dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria
menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi
Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah
usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari
pengadilan Agama. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin,
Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti
aspek syar’i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. 2) Dispensasi nikah
ditinjau dari perspektif maslahah adalah bahwa dispensasi hanya dapat diberikan
jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari’ah) dalam
menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) pada tingkatan al-daruriyyah atau
sekurang-kurangnya al-hajiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-
pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan
pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (hifzhu alaql).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.! Pernikahan
memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat.
Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang
merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa
berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan
manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang
menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan masyarakat Arab pra-
Islam.?

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi
manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan
perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Perkawinan
dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata,
melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah

masyarakat, bangsa dan negara yang kuat.® Firman Allah:

! Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), him. 17

2 Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas
Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017) him. 1

3 M. Afnan Chafid dan A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran,
Perkawinan dan Kematian, (Surabaya: Khalista, 2006) him. 88
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Artinya: “Wahai manusia! bertagwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) mencipkakan
pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertagwalah
kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah)
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
Mengawasimu”.(An Nisa:1)*

Dalam Alquran memang tidak secara sepesifik membahas tentang usia
perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga
diserahkan kepada ranah figh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan
batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang
telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan
diundangkan”.® Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk
melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum
adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid
(datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki
ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan

air mani atau sudah mempunyai nafsu seks”.®

4 Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Tehazed, 2010), him. 99

5 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
2014), him. 44

® Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat
dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2010), him. 53



Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, masyarakat menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam
perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan di
Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus sudah matang dari segi
kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sebenarnya
anak yang telah mencapai umur perkawinan dalam Undang-undang
perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yaitu 19 tahun bagi pria dan 16
tahun bagi wanita, itu telah dipandang dewasa dan ia mampu bertindak dan
dapat menetukan pilihannya sendiri. Namun karena perkawinan adalah
merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang akan menginjak
dunia baru, dan akan membentuk keluarga sebagai unuit terkecil dari keluarga
besar bangsa Indonesia, maka sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa
Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi
keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang masih
di bawah umur 16 tahun (pria atau wanita) maka diperlukan izin dari orang tua.
Apabila orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang
memelihara atau keluarga di garis keturunan lurus ke atas. Tetapi izin itu dapat
diperoleh dari pengadilan, apabila ada beberapa sebab yang mengakibatkan
izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, dari orang yang memelihara atau

keluarga tersebut.’

”Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta:
Teras, 2011), him. 47-48



Namun dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kedua pasal 15
menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-
kurangnya 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati
izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)
Undang-undang nomor 1 tahun 1974.8

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: “Namun tatkala

pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berimplikasi pada atau

menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga
negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik
maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang
seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis
kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia

minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja

8 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kompilasi hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta: 2000), him. 19



menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk
keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan
juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan
hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam
hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan
pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah
Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini
menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma
menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.
Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas
minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas
usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas)
tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih
rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat

terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak


https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap
pendidikan setinggi mungkin.®

Problem dalam penelitian ini adalah dalam agama Islam secara tegas
tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan,
berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat
melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam Islam juga tidak mengenal istilah
dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya
pernikahan, ketentuan batas wusia pernikahan dalam undang-undang
perkawinan sejalan dengan ketentuan magasid asy-syari’ah yaitu bertujuan
mendatangkan maslahah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara
agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan di Indonesia
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam yang
diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga
dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia
memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam
pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Namun, bagaimana jika suatu
perkwinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang masih kurang
matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan

dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental.

®  https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan,
(Diakses tanggal 21 Maret 2020).



Untuk itu, suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persaman
yang matang. Apabila dalam keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah
umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk
oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat minta dispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak
pria atau wanita.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan
menganggap perlu untuk melaksanakan penelitian atas wacana tersebut dengan

judul Skripsi “DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti
dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
tetap mempertahankan dispensasi nikah?

2. Bagaimanakah dispensasi nikah ditinjau dari perspektif maslahah?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tetap mempertahankan dispensasi nikah.



2. Menganalisis dispensasi nikah ditinjau dari perspektif maslahah.

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi
pengembangan, pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan serta
wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang
berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
2. Secara Praktis
a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atas pertimbangan bagi
mahasiswa/i Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam apabila
terjadi perbedaan pemikiran penafsiran dispensasi nikah bagi calon
pengantin.
b. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan landasan baru serta

mengembangkan teori yang sudah ada.

E. Penelitian Terdahulu
Setelah mengadakan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa
penelitian terdahulu yang membahas tentang dispensasi nikah, yaitu sebagai
berikut :
Penelitian pertama, skripsi karya Setyaning Novita Sari, yang berjudul
“Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Ia membahas tentang

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi



perkawinan serta permasalahan-permasalahan yang muncul akibat melakukan
perkawinan dibawah umur. © Yang membedakan skripsi saudari Setyaning
dengan penulis adalah tidak hanya membahas tentang pertimbangan hakim
dalam memberikan permohonan izin dipsensasi kawin saja namun penulis juga
menjabarkan tentang tinjauan maslahah terhadap pemberian dispensasi nikah.

Penelitian kedua, skripsi karya Dody Laksana P yang berjudul
“Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014”. Hasil penelitian ini mengenai dasar
pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk memutus
perkara dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil dan alasan mengapa
hakim selalu mengabulkan perkara dispensasi nikah.!! Yang membedakan
dengan skripsi penulis adalah bahwa penulis tidak hanya membahas tentang
pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah saja, namun lebih
condong ke pemberian dispensasi nikah bila ditinjau dari maslahah.

Penelitian ketiga, skripsi karya Hanis Kelana Irianto, yang berjudul
“Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur
(Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)”. Hasil penelitian ini
adalah dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Klaten untuk

memberikan surat dispensasi kawin bawah umur dan faktor yang mendorong

10 Setyaning Novita Sari, Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar), Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Surakarta 2016). 1

11 Dody Laksana P, Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri
Surakarta, 2016).
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anak di bawah umur mengajukan dispensasi kawin.'? Yang membedakan
dengan skripsi penulis adalah sangat jauh berbeda dengan skripsi penulis,
karena penulis lebih menekankan ke tinjauan maslahah mengenai pemberian
dispensasi nikah.

Penelitian keempat, skripsi karya Irfan Listianto yang berjudul
“Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur
Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015”. Hasil dari
penelitian ini adalah dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan
perkara dispensasi perkawinan dan tinjauan saddu dzari’ah terhadap dasar dan
pertimbangan hakim.*® Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu pada
tinjauan hukum Islamnya. Penulis lebih menggunakan tinjauan maslahah
terhadap pemberian dispensasi nikah.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas, maka posisi penulis adalah
sebagai penyempurna pembahasan tema tentang dispensasi nikah ditinjau dari
perspektif maslahah, dimana hal ini belum dikaji oleh keempat penelitian

terdahulu di atas.

F. Kerangka Teoritik
Berbicara mengenai dispensasi nikah, ada beberapa aspek yang

dijadikan penulis sebagai pedoman serta landasan untuk merealisasikan sebuah

2 Hanif Kelana Irianto, Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di
Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015), Skripsi, (Surakarta: Institut
Agama Islam Negeri Surakarta, 2016)

13 Irfan Listianto, Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur
Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam
Negri Surakarta, 2017)
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penelitian. Dalam literasi penelitian mengenai kerangka teori penelitian ini
membutuhkan sedikitnya kerangka teori, yaitu:
1. Dispensasi Nikah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi artinya
pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan
dari suatu kewajiban atau larangan.* Dispensasi nikah merupakan
pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan
melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai usia standar pernikahan
yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Usia perkawinan itu sendiri adalah usia atau umur seseorang
yang dianggap telah siap melangsungkan suatu perkawinan atau pernikahan.
Kesiapan seseorang dalam melangsungkan suatu perkawinan menyangkut
kesiapan mental dan fisik.!®
2. Maslahah
Maslahah berasal dari Bahasa Arab yang berarti perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Umumnya diartikan
dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti

menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam

14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2010), him. 238.

15 Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal ilmiah limu
Hukum QISTI, vol 5 No. 1, Januari 2011, him. 72.
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arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau
kerusakan.

Adapun dalam sudut pandang terminologis, para ulama mempunyai
berbagai definisi tentang maslahah. Menurut pandangan Zainudin Ali,
maslahah ialah kebaikan yang jelas diakui atau tidak ditolak oleh syara’
dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima
oleh akal tentang fungsinya. Dalam mempertimbangkan permohonan usia
nikah, hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang saja, hakim juga
menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam
(figh). Perlu dipertimbangkan maslahah (metode ijtihad) dalam hukum
islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan
konsep maslahah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan

dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. *’

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (Library Research),
maksudnya adalah suatu riset kepustakaan.® Jenis penelitian ini digunakan
oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan

teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang

14.

16 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencan, 2011), jilid 2, him. 345.
17 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.

18 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Liberty, 2009), him. 9
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relefan dengan judul yang akan diteliti. Studi kepustakaan menurut
Muhamad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan
laporan-laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang akan
dipecahkan.*® Sedangkan menurut Danial Endang AR. Studi pustaka adalah
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah
buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan
penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah
dan dianalisis seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra
dan bahasa.?

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa library
research adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara
menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan
dan laporan-laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti
dengan cara buku-buku, litertur-litertur, majalah, catatan, dan laporan
laporan digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis.
Deskriptif analitis (descriptive of analyze research), yaitu pencarian berupa
fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari,

menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap

him. 80

19 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), him. 111
20 Danial Endang AR., Metode Penulisan Karya llmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
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hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini adalah untuk
menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan
analisis pemikiran (content analyze) dari suatu teks.?*
3. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa Undang-
undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b. Bahan Hukum Skunder
Bahan-bahan skunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber data skunder
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang
berbentuk laporan dan sebagainya.??

4. Teknik Pengumpulan Data

2L Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyususnan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), him. 95

22 Amirudin, Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 30
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Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik
dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan Kkepustakaan untuk
mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-
bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.?®

5. Teknik Analisis Data

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi
sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Penulis
menggunakan strategi analisis “kualitatif”, strategi ini dimaksudkan bahwa
analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan
umum.?* Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka
membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan
menggunakan kerangka pikir “induktif”.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode
analisis dokumen atau analisis isi (content analysis), analisis isi berarti
metode apapun yang digunakan untuk kesimpulan melalui usaha
menemukan Kkarakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan
sistematik. Menurut Smith dalam buku karangan Nanang Murtono
berpendapat bahwa : “Analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan
untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dari materi secara sistematis
dan obyektif dengan mengidentifikasi karakter tertentu dari suatu materi”.?®

Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

23 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2014), him. 81

24 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), him. 202.

25 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 86
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a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji.

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui
pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya.

c. Menganalisis dan mengklarifikasi.

d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dipaparkan guna memudahkan
pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dalam penulisan lebih
sistematis, maka pembahasan ini akan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu,
Kerangka Teori, Metode Penelitan dan Sistematika Penulisan.

Bab Il Dispensasi Nikah dan Maslahah. Sub bab pertama membahas
tentang Dispensasi Nikah meliputi: Pengertian Dispensasi Nikah, Dasar
Hukum Dispensasi Nikah, Akibat Hukum Dispensasi Nikah, Faktor Penyebab
Permohonan Dispensasi Nikah, Syarat dan Prosedur Permohonan Dispensasi
Nikah. Sub bab kedua membahas tentang Maslahah, meliputi: Pengertian
Maslahah, Landasan Hukum Masalah, Macam-Macam Maslahah, Syarat
Kehujjahan Maslahah.

Bab 11l Alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap

mempertahankan dispensasi nikah.



Bab IV Analisis Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif maslahah.

Bab V Penutup, meliputi: simpulan dan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap
mempertahankan dispensasi nikah adalah bahwa dispensasi nikah
merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui
prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan.
Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi
nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan
berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa
apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus
mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama.
Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan
Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti
aspek syar’i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan.

2. Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif maslahah adalah bahwa dispensasi
hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam

(magasidu al-shari’ah) dalam menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-

105
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nasl) pada tingkatan al-daruriyyah atau sekurang-kurangnya al-hajiyyah,
tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam
ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang

diberikan dispensasi perkawinannya (hifzhu alaql).

B. Saran-Saran
Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:

1. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki
kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang agar lebih
progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah
undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta
sesuai dengan kondisi zaman. Karena rakyat sangat membutuhkan hukum
yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan
hukum agar tidak ada lagi celah bagi rakyat untuk merasa terdiskriminasi.

2. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki
dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan
terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para
hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam
memberikan izin nikah bagi yang masih berada dibawah umur. Sehingga
ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan

yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari
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pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di
Indonesia.

. Melakukan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia memang hal yang
sangat penting karena sudah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia, dan jelas
dalam perubahannya dipengaruhi oleh faktorfaktor yang secara real mampu
mendorong perubahan tersebut. Akan tetapi perubahan tersebut tidak serta
merta dijadikan sebagai perubahan final yang tidak dapat diubah kembali,
karena seiring perkembangan zaman akan semakin banyak hadir dan lahir
masalah-masalah baru yang tentunya dapat mempengaruhi setiap undang-
undang yang ada. Oleh karena itu, kepada pihak pemerintah agar selalu siap
sedia dalam mencari dan menerima masukanmasukan positif dari
masyarakat untuk membawa arah hukum di Indonesia kearah yang lebih

jelas dan pasti.
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